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KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang memuat
perubahan tugas, fungsi, dan nomenklatur organisasi Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP),
serta dinamika program dan kebijakan penyuluhan dan pengembangan
sumberdaya manusia pertanian, perlu dilakukan revisi atas Rencana
Strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2015-2019. Revisi dilakukan
pada aspek Tujuan dan Indikator Tujuan, Program dan Indikator Kinerja
Utama, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, serta Kerangka
Pendanaannya.

Adanya revisi kedua Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019 ini, maka
setiap Unit Kerja Eselon II dan UPT Pusat di lingkungan Badan PPSDMP
harus segera memperbaharui dan menyesuaikan Renstra Unit Kerja
masing-masing sesuai dengan Renstra Badan PPSDMP yang telah direvisi
tersebut.

KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN,

. Ir. Momon Rusmono, M.S
IP. 19610524 198603 1 003
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arah Pembangunan pertanian pada periode 2015-2019 adalah
menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri,
maju, adil dan makmur. Pertanian yang bermartabat artinya
bahwa petani Indonesia memiliki kepribadian luhur, harga
diri, kebanggaan, serta merasa terhormat dan dihormati
sebagai petani. Pertanian mandiri dicirikan dengan adanya
kebebasan dan kedaulatan dalam segala hal terkait dengan
pelaksanaan program pembangunan pertanian. Pertanian
maju tercermin dalam penerapan inovasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang paling baru pada masanya dan yang
memiliki keunggulan, khususnya di bidang pertanian tropika.
Pertanian yang adil berkaitan dengan pemerataan dan
keberimbangan kesempatan berusahatani, politik dan
jaminan penghidupan secara horizontal, spasial, sektoral,
bidang pekerjaan, dan sosial. Adapun pertanian yang
makmur dicirikan oleh kehidupan seluruh petani yang
serba berkecukupan, yang merupakan hasil dari pertanian
yang bermartabat, mandiri, maju, dan adil.

Guna mencapai arah pembangunan pertanian tersebut,
Kementerian Pertanian telah menetapkan Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Periode 2015-2019. Dalam Renstra
tersebut, telah ditetapkan Visi Pembangunan Pertanian 2015-
2019 yaitu “Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan
Kesejahteraan Petani”. Sedangkan Misi yang akan ditempuh
untuk mewujudkan Visi tersebut adalah: (1) Mewujudkan
Ketahanan Pangan dan Gizi; (2) Meningkatan Nilai Tambah
dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Mewujudkan
Kesejahteraan Petani; dan (4) Mewujudkan Kementerian
Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan
Berintegritas Tinggi.
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Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian merupakan satuan organik di Kementerian
Pertanian yang bertanggung jawab terhadap pembangunan
penyuluhan pertanian dan pengembangan SDM pertanian.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun
2016, tugas pokok Badan PPSDMP adalah menyelenggarakan
penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia
pertanian. Badan PPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan
Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan
Pertanian, dan Sekretariat Badan. Selain itu, Badan PPSDMP
didukung pula oleh Unit Pelaksana Teknis, yaitu Sekolah
Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), Balai Besar Pelatihan
Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan Pertanian (BPP), dan
Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-
PP).

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi
Kementerian Pertanian periode 2015-2019 (edisi revisi), Badan
PPSDMP merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian Periode 2015-2019, khususnya terkait dengan
pencapaian misi “ Mewujudkan Kesejahteraan Petani”.

. Kondisi Umum

Pada periode 2010-2014, Badan PPSDMP menyelenggarakan
program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian,
pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi
profesi pertanian. Penyelenggaraan program-program tersebut
bertujuan menumbuh-kembangkan kelembagaan petani;
meningkatkan  kompetensi dan  kemandirian  petani;
meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan non aparatur
pertanian; menghasilkan aparatur dan non aparatur yang
kompeten dan tersertifikasi; serta meningkatkan pelayanan,
tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif,
efisien dan akuntabel.
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Guna merealisasikan penyelenggaraan program penyuluhan
dan pelatihan pertanian, serta pendidikan pertanian, dan
adanya perubahan nomenklatur kegiatan pendidikan
pertanian pada tahun 2016, Badan PPSDMP menetapkan 5
(lima) Kegiatan Utama, yaitu: (1) Pemantapan sistem
penyuluhan pertanian; (2) Pemantapan sistem pelatihan
pertanian; (3) Revitalisasi pendidikan pertanian; (4)
Pendidikan Menengah Pertanian; serta (5) Pemantapan
administrasi manajemen dan teknis lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Badan PPSDMP
didukung ketenagaan yang cukup memadai, baik tenaga
fungsional umum maupun tenaga fungsional khusus, serta
kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu,
Badan PPSDMP juga didukung administrasi manajemen dan
teknis lainnya.

Penyelenggaraan program Pemantapan Sistem Penyuluhan
Pertanian dikendalikan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian.
Program tersebut dilaksanakan melalui Balai Penyuluhan
Pertanian di tingkat kecamatan. Penyuluh Pertanian yang
terlibat dalam pelaksanaan program pemantapan sistem
penyuluhan pertanian seluruhnya berjumlah 47.964 orang
(per Mei 2016), yang terdiri atas 27.485 Penyuluh Pertanian
PNS dan 20.479 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu
Penyuluh Pertanian (THL-TBP).

Selama periode 2010-2014, Pemantapan Sistem Penyuluhan
Pertanian dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Penataan dan
penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan
petani; (2) Pengembangan program dan sistem informasi
penyuluhan pertanian; (3) Optimalisasi peran penyuluh PNS,
penyuluh swadaya dan penyuluh swasta; (4) Penataan dan
pengembangan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing;
dan (5) Penataan dan peningkatan kompetensi THL-TBPP.
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Penyelenggaraan program Pemantapan Sistem Pelatihan
Pertanian dikoordinasikan oleh Pusat Pelatihan Pertanian.
Program tersebut dilaksanakan melalui Pusat Pelatihan
Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Balai
Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Besar Pelatihan
Kesehatan Hewan (BBPKH) dan Balai Pelatihan Pertanian
(BPP).

Selama kurun waktu 2010-2014, penyelenggaraan program
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian melibatkan 194
orang Widyaiswara melalui kegiatan: (1) Peningkatan jumlah
dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang

profesional dan kredibel; (2) Peningkatan mutu
penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur
pertanian,; (3) Peningkatan jumlah dan mutu

sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan pertanian;
dan (4) Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian
pemerintah dan pelatihan petani (Pusat Pelatihan Pertanian
Pedesaan Swadaya/P4S).

Pelaksanaan program Revitalisasi Pendidikan Pertanian
dikoordinasikan oleh Pusat Pendidikan. Program pendidikan
tinggi pertanian dilaksanakan melalui STPP dengan Program
Studi Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perkebunan dan
Penyuluhan Peternakan. Sedangkan program pendidikan
menengah pertanian dilaksanakan melalui SMK-PP dengan
Program Keahlian: (1) Agribisnis Tanaman Pangan dan
Hortikultura, (2) Agribisnis Tanaman  Perkebunan,
(3) Agribisnis Pembibitan dan Kultur jaringan Tanaman, (4)
Agribisnis Ternak Ruminansia, (5) Agribisnis Ternak Unggas,
(6) Agribisnis Aneka Ternak, (7) Kesehatan Hewan, serta (8)
Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Tenaga Pendidik yang
mendukung pelaksanaan program pendidikan pertanian
tersebut berjumlah 265 orang, yang terdiri atas 205 Dosen
dan 60 Guru.
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Selama periode 2010-2014, telah dihasilkan sebanyak 2.264
Lulusan STPP dan 32.171 Lulusan SMK-PP. Selain
menyelenggarakan program pendidikan pertanian,
dilaksanakan pula kegiatan yang mendukung upaya
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pertanian.
Kegiatan tersebut adalah: (1) Transformasi kelembagaan dan
pengembangan program studi pendidikan tinggi pertanian;
(2) Peningkatan kompetensi dosen melalui sertifikasi dosen;
(3) Pengembangan kelembagaan SMK-PP; (4) Peningkatan
kompetensi guru melalui sertifikasi guru; dan (5)
Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang
pertanian.

Mulai tahun 2016, pengembangan standarisasi dan
sertifikasi profesi pertanian berada di bawah koordinasi
Pusat Pelatihan Pertanian. Pengembangan standarisasi
kompetensi dilakukan melalui penyusunan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang
pertanian, sedangkan penyelenggaraan sertifikasi profesi
pertanian dilaksanakan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi
Pihak-1 (LSPP-1) Pertanian yang didukung oleh 307 Asesor
Kompetensi bersertifikat dan 27 Tempat Uji Kompetensi
(TUK).

Selama kurun waktu 2010-2014, telah ditetapkan 25 SKKNI
bidang pertanian melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi. Sedangkan SDM pertanian yang telah
mengikuti sertifikasi profesi pertanian berjumlah 6.000
orang, terdiri atas 2.205 Penyuluh Pertanian PNS, 32 Petugas
Keamanan Pangan Segar, dan 31 Pengamat Organisme
Pengganggu Tumbuhan (POPT).

Pemantapan administrasi manajemen dan teknis lainnya
dikoordinasikan melalui Sekretariat Badan PPSDMP.
Penyelenggaraan pemantapan administrasi manajemen dan
teknis lainnya tersebut dilakukan melalui: (1) Pemantapan
tata kelola organisasi dan kepegawaian; (2) Pemantapan

11
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sistem perencanaan; (3) Pemantapan sistem pengelolaan
keuangan dan perlengkapan; dan (4) Pemantapan sistem
pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

Dalam periode 2010-2014, telah diterbitkan 327 peraturan
yang  terkait dengan = penyelenggaraan = administrasi
manajemen dan teknis yang akuntabel. Peraturan-peraturan
tersebut terdiri atas 115 Peraturan Menteri Pertanian dan
212 Peraturan Kepala Badan PPSDMP.

C. Potensi dan Permasalahan
1. Potensi
Dalam menyelenggarakan program penyuluhan dan
pengembangan SDM pertanian, Badan PPSDMP didukung
oleh kelembagaan, ketenagaan, dan sistem administrasi
manajemen dan teknis lainnya. Secara garis besar,
potensi yang dimiliki Badan PPSDMP saat ini dapat
diuraikan sebagai berikut:

a. Bidang Penyuluhan Pertanian

Dalam  menyelenggarakan  program  penyuluhan
pertanian, Badan PPSDMP didukung oleh Badan
Koordinasi Penyuluhan di tingkat provinsi, Badan
Pelaksana  Penyuluhan Pertanian di  tingkat
kabupaten/kota, dan Balai Penyuluhan Pertanian di
tingkat Kecamatan. Sampai tahun 2014, terdapat 32
Badan Koordinasi Penyuluhan, 336 Badan Pelaksana
Penyuluhan Pertanian, dan 5.232 Balai Penyuluhan
Pertanian.

Selain kelembagaan penyuluhan, penyelenggaraan
program penyuluhan pertanian juga didukung oleh
Penyuluh Pertanian PNS, THL-TBPP dan Penyuluh
Swadaya/Swasta. Saat ini di seluruh Indonesia
terdapat 25.341 Penyuluh Pertanian PNS, 19.161 THL-
TBPP dan 21.770 Penyuluh Swadaya/Swasta.

12
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b. Bidang Pendidikan Pertanian

Penyelenggaraan program pendidikan pertanian di
lingkungan Kementerian Pertanian terdiri atas
pendidikan tinggi pertanian dan pendidikan menengah
pertanian. Program pendidikan tinggi pertanian
diselenggarakan melalui STPP, sedangkan
penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan
pertanian dilakukan melalui SMK-PP.

Saat ini, Badan PPSDMP mengelola 6 (enam) STPP
dengan  program studi Penyuluhan Pertanian,
Penyuluhan Perkebunan dan Penyuluhan Peternakan.
Jumlah tenaga pengajar di STPP saat ini seluruhnya
sebanyak 215 orang Dosen Tetap. Dari jumlah
tersebut, 145 Dosen telah mendapatkan sertifikat
profesi.

Selain STPP, Badan PPSDMP juga mengelola tiga SMK-
PP dengan program keahlian (1) Agribisnis Tanaman
Pangan dan Hortikultura, (2) Agribisnis Tanaman
Perkebunan, (3) Agribisnis Pembibitan dan Kultur
jaringan Tanaman, (4) Agribisnis Ternak Ruminansia,
(5) Agribisnis Ternak Unggas, (6) Agribisnis Aneka
Ternak, (7) Kesehatan Hewan, serta (8) Teknologi
Pengolahan Hasil Pertanian Sampai dengan tahun
2015, tenaga pengajar di SMK-PP seluruhnya
berjumlah 83 orang Guru Tetap, dan 30 Orang Guru
di antaranya telah mengikuti sertifikasi guru.

c. Bidang Pelatihan Pertanian

Program pelatihan pertanian yang diselenggarakan
oleh Badan PPSDMP terdiri atas Pelatihan Bagi
Aparatur dan Pelatihan Bagi Non Aparatur. Pelatihan
bagi aparatur dilaksanakan melalui PPMKP Ciawi,
BBPKH Cinagara, Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Baru, BBPP
Binuang, BBPP Batangkaluku, BBPP Kupang) dan dua
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Balai Pelatihan Pertanian (BPP Lampung dan BPP
Jambi). Sedangkan pelatihan bagi non aparatur
dilaksanakan melalui BBPKH, BBPP dan BPP. Sampai
tahun 2014, tenaga pelatih yang ada di ketiga jenis
lembaga pelatihan tersebut berjumlah 194 orang
Widyaiswara.

Dalam rangka mendukung peningkatan keterampilan
petani, Badan PPSDMP membina Pusat Pelatihan
Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S). P4S merupakan
balai pelatihan non formal yang dikelola oleh petani
maju. Jenis pelatihan yang dilaksanakan meliputi
magang dan keterampilan teknis pertanian. Saat ini
Badan PPSDMP melalui BBPP dan BPP membina 1.096
P4S.

. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi
Pertanian

Selama lima tahun terakhir, Badan PPSDMP telah
menyelenggarakan  standarisasi kompetensi dan
sertifikasi profesi di bidang pertanian. Standarisasi
kompetensi dirumuskan dalam bentuk Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang
pertanian. SKKNI ditetapkan berdasarkan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan
digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses
sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi kompetensi dilaksanakan melalui Lembaga
Sertifikasi Profesi yang mendapat lisensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Saat ini, Badan
PPSDMP mengelola Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak-1
(LSPP-1) Pertanian yang didukung oleh beberapa orang
Asesor Kompetensi. Asesor tersebut mendapatkan
Sertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP.
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2. Permasalahan

Selain potensi yang mendukung terwujudnya
penyelenggaraan program penyuluhan dan pengembangan
SDM pertanian, Badan PPSDMP masih menghadapi
permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian
kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum,
permasalahan pokok yang terkait dengan penyelenggaraan
program penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian,
antara lain:

a. Bidang penyuluhan pertanian:

1) Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian masih
rendah;

2) Jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian dalam
melaksanakan kegiatan penyuluhan masih belum
memadai;

3) Kapasitas petani dan kelembagaan petani dalam
mengelola dan menerapkan teknologi usaha tani
masih rendah;

4) Transfer teknologi dari sumber informasi ke petani
belum efektif;

5) Dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan
penyuluh belum optimal,

6) Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan bagi
petani dan pelaku usaha.

b. Bidang pelatihan pertanian:

1) Jumlah dan kualitas, khususnya kapasitas dan
kompetensi, widyaiswara dan tenaga kediklatan
masih belum memadai;

2) Dukungan prasarana dan sarana kediklatan
(asrama, kelas, laboratorium, sarana praktek) belum
optimal;

3) Efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan masih
rendah;

4) Standarisasi mutu layanan kediklatan berdasarkan
ISO belum terpenuhi.
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c. Bidang pendidikan pertanian:

1) Minat generasi muda  untuk melanjutkan
pendidikan ke SMK- PP dan STPP masih rendah;

2) Menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di
sektor pertanian;

3) Kondisi sarana dan prasarana pendidikan belum
memadai;

4) Rendahnya kompetensi dan profesionalisme SDM
pendidikan pertanian.

d. Bidang administrasi manajemen dan teknis lainnya:

1) Penerapan e-planning dalam perencanaan
program dan anggaran masih belum konsisten;

2) Kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik
belum prima;

3) Efektivitas dan akuntabilitas kegiatan, serta
pengendalian internal masih rendah;

4) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan

pegawai belum sepenuhnya optimal dan
berkesinambungan;
5) Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya

mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan,
sehingga hasilnya belum optimal.

D. Isu Strategis Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pertanian

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan
suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan,
papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja
dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat
khususnya petani, pekebun, dan peternak; mengentaskan
masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan;
meningkatkan  pendapatan  nasional; serta menjaga
kelestarian lingkungan. Sejalan dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan, dalam meningkatkan peran sektor pertanian
diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal
serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan
organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian
mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir
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yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam
melestarikan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan
pembangunan pertanian berkelanjutan, pemerintah
(Kementerian Pertanian) berkewajiban menyelenggarakan
penyuluhan khususnya di bidang pertanian.

Dalam kerangka organisasi, Badan PPSDMP bertanggung
jawab untuk menyediakan SDM pertanian yang kompeten dan
profesional di bidangnya, melalui fungsi penyuluhan,
pendidikan, pelatihan serta standardisasi dan sertifikasi
profesi. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut,
Badan PPSDMP perlu memperhatikan beberapa isu strategis
yang menyangkut penyuluhan dan pengembangan SDM
pertanian, khususnya yang berkaitan dengan bidang
penyuluhan, pendidikan, pelatihan serta standarisasi dan
sertifikasi profesi pertanian. Isu strategis yang menyangkut
penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, meliputi:

1. Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian Sebagai Pusat
Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan di
Kecamatan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006
tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan, Balai Penyuluhan Pertanian merupakan
kelembagaan penyuluhan pemerintah di tingkat kecamatan
yang memiliki tugas: (1) menyusun programa penyuluhan
pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa
penyuluhan kabupaten/ kota; (2) melaksanakan
penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan; (3)
memfasilitasi kemudahan akses ke sumber yang
dibutuhkan petani melalui penyediaan dan penyebarluasan
informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar
dan pemasaran; (4) memfasilitasi pengembangan
kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku
usaha; (5) memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh
PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui
proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan (6)
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melaksanakan proses pembelajaran melalui kaji terap dan
percontohan serta pengembangan model usahatani untuk
pelaku utama dan pelaku wusaha; (7) memfasilitasi
kerjasama antar peneliti, penyuluh dan petani.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin
meningkatnya kebutuhan agribisnis petani, peran Balai
Penyuluhan Pertanian tidak hanya sebagai tempat
pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku
usaha, tetapi juga harus mampu melakukan perakitan
teknologi spesifik lokasi, model-model usahatani dan
kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui
fasilitasi informasi dan dokumentasi dalam perpusatakaan,
serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug
tani, kursus tani, koordinasi, musyawarah, dll).

Peningkatan efektivitas penyuluhan pertanian dengan
menjadikan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat
koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan di
kecamatan harus dibarengi dengan pemberdayaan dan
penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian. Di masa
mendatang, Balai Penyuluhan Pertanian harus mampu
berperan sebagai: (1) pusat koordinasi dan sinergitas
pelaksanaan program pembangunan pertanian; (2) pusat
kaji terap dan demonstrasi plot dengan pendampingan dari
peneliti dan penyuluh BPTP; (3) pusat data dan informasi
pertanian mencakup data wilayah (seperti potensi
komoditas, kelembagaan tani, sumberdaya manusia,
sarana prasarana, kondisi sosial ekonomi dan lain-lain); (4)
pusat manajemen kewilayahan; dan (5) pusat pelatihan
dan konsultasi petugas dan petani.

Pendekatan pengembangan kawasan pertanian merupakan
upaya ketiga untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan
pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian, melalui fokus
kegiatan pada pengembangan komoditas unggulan dengan
pendekatan agroekosistem, sistem agribisnis, partisipatif
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dan terpadu. Mengacu pada Pedoman Pengembangan
Kawasan Pertanian, maka tahapan pengembangan
kawasan meliputi: (1) tahap penumbuhan kawasan

pertanian,; (2) tahap pengembangan kawasan
pertanian; (3) tahap pemantapan kawasan pertanian; (4)
tahap integrasi kawasan pertanian; dan (5) tahap

replikasi kawasan pertanian. Masing-masing tahapan
mempunyai jenis kegiatan yang berbeda tergantung pada
tingkat ketergantungan pertanian, kekuatan subsistem
agribisnis yang ada (hulu, produksi, hilir dan penunjang),
maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah
dilakukan. Untuk menindaklanjuti Kebijakan tentang
Pengembangan Kawasan Pertanian tersebut, Kementerian
Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian
tentang Penetapan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai, Ubi
Kayu Nasional, Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing,
Sapi Perah, Domba, dan babi Nasional, Kawasan Cabali,
Bawang Merah, dan Jeruk Nasional; dan Kawasan
Perkebunan Nasional.

. Pengembangan Penyuluhan Pertanian berbasis
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK), telah melahirkan perubahan tatanan sistem
informasi yang berpengaruh cepat terhadap kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aplikasi TIK
melalui media elektronik komputer dan jaringan internet
merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung
peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat.

Penggunaan TIK dan kemudahan akses informasi telah
semakin luas di berbagai sektor, termasuk sektor
pertanian. Pada akhirnya TIK memberikan kontribusi
yang potensial dalam mencapai manfaat ekonomi, sosial,
dan lingkungan.
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Di sektor pertanian, informasi melalui media elektronik
dan alur informasi melalui sistem jaringan dunia maya
telah merambah sampai ke pelosok desa. Pengembangan
informasi dan inovasi pertanian berbasis TIK, dilakukan
menggunakan jaringan komputer terprogram, yang
terkoneksi dengan internet. Melalui jaringan internet,
pengembangan jaringan komunikasi informasi inovasi
pertanian terprogram secara efektif, dengan
mengimplementasikan TIK  dalam sistem penyuluhan
pertanian. Pemanfaatan TIK dapat meningkatkan
keberdayaan penyuluh, melalui penyiapan informasi
pertanian yang tepat waktu, dan relevan dalam
mendukung proses pengambilan keputusan penyuluh,
guna penyampaian data dan informasi pertanian kepada
petani dan kelompoktaninya.

Penggunaan sistem jaringan dalam penyuluhan dapat
mendukung petani kecil dan menengah dalam
meningkatkan pendapatannya dan memperbaiki praktek
pertanian, dengan cara memberikan akses ke sumber
informasi tentang cara-cara bertani dan pengembangan
pasar. Sistem penyuluhan melalui komputer dan jaringan
internet diharapkan mampu mengubah paradigma lama
sistem penyuluhan pertanian, menjadi paradigma baru
sistem penyuluhan melalui jaringan terkoneksi internet,
yang lebih cepat, dapat diterima dimana saja, kapan saja,
dan oleh siapa saja. Pengembangan penyuluhan berbasis
TIK diharapkan dapat memperluas jangkauan
komunikasi, menambah mutu/kualitas informasi, serta
mengurangi biaya dan waktu. Pengembangan penyuluhan
berbasis TIK yang telah dikembangkan antara lain adalah
Cyber Extension, SIMLUHTAN, dan E-form Kinerja
Penyuluh Pertanian.
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3. Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian melalui

Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau
ASEAN Economic Community (AEC), kualitas sumber daya
manusia semakin penting seiring dengan tuntutan
keterbukaan bagi setiap Negara anggota ASEAN.
Konsekuensi yang terjadi adalah persaingan terbuka bagi
tenaga kerja lintas negara. Tenaga kerja yang berkualitas
akan dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain,
sementara tenaga kerja yang kualitasnya rendah akan
kalah bersaing dan bahkan tersingkir dari pasar tenaga
kerja. Tenaga kerja yang kualitasnya rendah akan
menghasilkan kinerja yang rendah dan umumnya akan
menempati segmen tenaga kerja dengan penghasilan yang
rendah. Sedangkan tenaga kerja dengan kualitas tinggi
akan mampu menghasilkan kinerja yang tinggi,
menduduki posisi-posisi penting serta memungkinkan
memperoleh penghasilan yang cukup tinggi.

Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja pada
dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan akses
pendidikan, pelatihan dan metode- metode lainnya yang
bersifat  capacity  building (peningkatan  kapasitas
sumberdaya manusia).

Pengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi
profesi sumberdaya ~manusia pertanian bertujuan
menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya
saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun
internasional, dan secara hukum mendapat perlindungan
profesi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat. Standardisasi dan sertifikasi profesi
sumberdaya manusia pertanian meliputi aparatur dan
non aparatur pertanian, terutama petani.

Salah satu formula untuk mengukur kualitas sumberdaya
manusia adalah standar kompetensi kerja, yang pada
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umumnya dipersyaratkan bagi tenaga kerja pada
posisi/jabatan  tertentu. Standar kompetensi kerja
mengacu pada rumusan kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau

keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dengan syarat jabatan yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(Permenakertrans RI No. 5/2012 tentang Sistem Standar
Kompetensi Kerja Nasional). Secara nasional, rumusan
kemampuan kerja tersebut dikenal dengan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Perumusan SKKNI didasarkan pada peta kompetensi
sumberdaya manusia, yang merupakan gambaran
komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam
suatu bidang pekerjaan dan/atau lapangan usaha.
Perumusan peta kompetensi didasarkan atas kebutuhan
keahlian untuk melaksanakan pekerjaan.

. Pengembangan Balai Pelatihan Pertanian Bertaraf
Internasional

Tantangan yang dihadapi angkatan kerja di bidang
pertanian pada saat ini adalah kesiapan untuk
menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif. Oleh
sebab itu diperlukan adanya upaya peningkatan kapasitas
dan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian
agar memiliki kompetensi kerja, moral dan etika dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Salah satu bentuk
upaya tersebut adalah penyelenggaraan pelatihan
pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian.
Penyelenggaraan  pelatihan  pertanian di lingkungan
Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh balai pelatihan
pertanian.

Salah satu isu strategis terkait balai pelatihan adalah
pengelolaan balai pelatihan yang berdampak pada
peningkatan efektifitas pelatihan, peningkatan kompetensi
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alumni pelatihan dan tercapainya standar yang diakui,
baik secara nasional maupun internasional. Memasuki era
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai tahun
2015, Balai Pelatihan di lingkungan Kementerian Pertanian
diharapkan mampu menjadi Balai Pelatihan bertaraf
internasional, bahkan dengan sertifikasi internasional
untuk program, kelembagaan serta alumni pelatihan
dengan didukung oleh SDM yang telah memiliki
sertifikat standar kompetensi kerja. Sebagai lembaga
bertaraf Internasional, balai pelatihan pertanian harus
memiliki standar Internasional, baik dari aspek
kelembagaan maupun aspek penyelenggaraan.

Dari aspek kelembagaan, Balai Pelatihan harus memiliki
Sistem Manajemen Mutu berstandar ISO 9001-2008.
Sarana dan prasarana pelatihan harus memenuhi standar
Internasional, yang dapat menunjang tercapainya
kompetensi kerja yang dibutuhkan dunia usaha/dunia
industri. Selain itu, Balai Pelatihan bertaraf Internasional
harus didukung oleh tenaga pengajar (widyaiswara,
instruktur, fasilitator) yang kompeten sesuai bidang
keahliannya, yang ditunjukkan dalam bentuk Sertifikat
Kompetensi, serta memiliki kemampuan berkomunikasi
dalam bahasa Inggris.

Dari aspek penyelenggaraan, Balai Pelatihan bertaraf
Internasional harus mampu mengembangkan program
pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based
Training) yang mengacu pada standar kompetensi kerja
Internasional. SKKNI yang ada saat ini perlu diharmonisasi
untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi kerja
yang dipersyaratkan oleh negara lain. Oleh karena itu,
Balai Pelatihan perlu menjalin dan meningkatkan kerja
sama teknis dengan instansi/lembaga terkait di luar
negeri. Kerja sama luar negeri tersebut meliputi
peningkatan sarana dan prasarana pelatihan, peningkatan
kompetensi tenaga pengajar, pemenuhan kebutuhan
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tenaga pengajar, dan pengembangan program pelatihan
Internasional.

. Penumbuhan Minat Generasi Muda di Bidang
Pertanian dan Regenerasi Petani

Menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian
ditunjukan melalui adanya penurunan jumlah rumah
tangga petani dalam kurun waktu 10 tahun (2003-2013)
sebesar 5,10 juta (16 persen). Rumah tangga petani di
Indonesia pada 2003 berjumlah 31,23 juta dan menurun
menjadi 26,14 juta pada 2013 (BPS, 2014). Jumlah rumah
tangga petani menurun dikarenakan tenaga kerja yang
beralih ke sektor lain lebih besar dibandingkan dengan
tenaga kerja baru di sektor pertanian.

Selain itu, rendahnya minat petani untuk berkelompok
mengakibatkan lemahnya posisi tawar petani, dikarenakan
petani yang berusahatani secara individu akan berada di pihak
yang lemah dengan luas garapan kecil dan terpencar serta
kepemilikan modal yang rendah yang berdampak pada lemahnya
usaha tani dan pendapatan petani.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga
kerja di sektor pertanian tergolong rendah. Hal ini
direfleksikan dari kondisi penyerapan tenaga kerja sektor
pertanian yang tidak sebanding dengan Produk Domestik
Bruto (PDB) yang disumbangkan 11,14% pada Triwulan II
tahun 2015 (BPS, 2015). Di sektor lain dalam hal
penyerapan tenaga kerja tidak sebesar sektor pertanian.

Gambaran produktivitas yang rendah tersebut di atas
disebabkan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan,
penguasaan teknologi, kompetensi, ketersediaan sarana
dan prasarana, akses pasar, dan permodalan. Sampai
dengan saat ini perbandingan tenaga kerja sektor pertanian
dan sektor lain, didominasi oleh para petani yang kurang
memiliki keahlian (unskilled farmers), sedangkan sektor
lain telah memiliki keahlian tertentu.
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Berdasarkan data BPS (Agustus, 2016), persentase rata-
rata perkembangan tenaga kerja di sektor pertanian pada
periode 2014— 2016 didominasi oleh kelompok umur diatas
60 tahun dan persentasenya cenderung meningkat. Di sisi
lain, tenaga kerja pertanian kelompok umur produktif (20 —
54 tahun) persentasenya menurun. Hal tersebut
menunjukkan bahwa minat tenaga kerja kelompok usia
produktif terhadap sektor pertanian semakin menurun.
Sektor pertanian semakin kurang diminati oleh pekerja
usia muda (persentase pekerja berumur 15-24 tahun di
sektor pertanian relatif semakin menurun), dikarenakan
oleh penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian
yang lebih rendah dari pada sektor industri dan jasa.
Generasi muda lebih tertarik pada sektor industri dan jasa
yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir yang
lebih pasti. Hal ini secara tidak langsung merupakan
gambaran bahwa sebagian petani tidak menghendaki
generasi penerusnya menjadi petani juga.

Jika kondisi ini dibiarkan terus, maka pada masa yang
akan datang dikhawatrikan akan kekurangan tenaga kerja
pertanian. Tren aging agriculture sudah mulai terlihat pada
sektor  pertanian yaitu tenaga kerjanya sudah
menunjukkan komposisi penduduk usia lanjut semakin
besar. Kondisi tersebut sudah banyak terjadi seperti yang
dikemukakan oleh Collier (1996) dalam Iwan Setiawan
(2007) menurut penelitian di pedesaan Jawa yaitu suatu
perubahan utama dalam pertanian Jawa berupa
kekurangan buruh tani yang lebih besar, bahkan di daerah
berpenduduk sangat padat. Kekurangan ini terjadi karena
ketertarikan orang ke pekerjaan lebih menarik di daerah
urban dan  perasaan  orang-orang muda yang
berpendidikan menengah yang tidak tertarik bekerja
sebagai petani. Kondisi tersebut sudah terasa pada saat
ini, dimana untuk mendapatkan tenaga kerja (buruh) di
sektor pertanian sudah sulit.
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Data BPS Tahun 2016 menunjukkan bahwa persentase
tenaga kerja pertanian menurut tingkat pendidikan masih
didominasi oleh tingkat pendidikan sekolah dasar,
sedangkan yang terendah adalah tenaga kerja pertanian
dengan tingkat pendidikan diploma. Hal ini disebabkan
oleh rendahnya minat tenaga kerja yang berpendidikan
tinggi untuk bekerja di sektor pertanian, dikarenakan upah
yang diterima di sektor pertanian belum sebanding dengan
tingkat pendidikan.

Tenaga kerja sektor pertanian masih didominasi oleh
tingkat pendidikan SD kebawah merupakan salah satu
penyebab rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian
dikarenakan proses adopsi inovasi terhambat oleh tingkat
pengetahuan dan keterampilan.

Data ketenagaakerjaan pertanian (petani) secara nasional
berdasarkan Survei Angkatan Tenaga Kerja Nasional
(SAKERNAS), dari tahun 2010 s.d. 2014, bila diperhatikan
jumlah tenaga kerja pertanian secara nasional berdasarkan
wilayah, menunjukan bahwa tenaga kerja yang berada dan
bekerja di wilayah perdesaan lebih banyak jika
dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di
wilayah perkotaan. Jumlah tenaga kerja di perdesaan
periode tahun 2014-2016 mengalami penurunan, hal ini
diasumsikan karena perkembangan teknologi yang memicu
tenaga kerja di perdesaan bermigrasi untuk mengadu
nasib di perkotaan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa
tenaga kerja pertanian di kota mengalami peningkatan
diiringi dengan penurunan tenaga kerja pertanian di
perdesaan dikarenakan telah terjadi wurbanisasi dan
beralihnya profesi tenaga kerja dari petani di desa menjadi
pekerja di kota.

Selain itu, data BPS antara tahun 2008 sampai tahun
2012, rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di sektor
pertanian mengalami penurunan. Penurunan terbesar
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terjadi pada kelompok umur pemuda, yaitu antara usia 15
sampai 29 tahun dengan rata-rata pengurangan 9,10% per
tahun.

Penghasilan rata-rata tenaga kerja di sektor pertanian yang
lebih rendah daripada sektor industri dan jasa, menjadi
faktor utama penyebab sektor pertanian kurang diminati.
Generasi muda lebih tertarik dengan sektor industri dan
jasa yang pada umumnya lebih menjanjikan jenjang karir
yang lebih pasti. Kondisi ini diperparah dengan besarnya
konversi lahan pertanian yang dapat menyebabkan usaha
pertanian tidak mencapai skala ekonomis. Selain itu
banyak generasi muda dari rumah tangga petani yang
tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam
menjalankan agribisnis, termasuk dari sisi kemampuan
manajerial.

Badan PPSDMP sebagai salah satu lembaga yang berfungsi
mencetak sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas
dan kompeten melalui pendidikan dan pelatihan,
mempunyai tanggung jawab moral dalam mempertahankan
generasi muda untuk terus tertarik dan bekerja di sektor
pertanian. Oleh sebab itu langkah-langkah kongkrit perlu
dilakukan dengan mengenalkan remaja usia sekolah di
mulai dari sekolah menengah tentang dunia  pertanian
yang menguntungkan dan menyenangkan melalui
berbagai kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhirnya
mampu menghasilkan tenaga generasi muda yang
kompeten.

Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan
(SMK-PP) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan
tenaga kerja teknis menengah kejuruan pertanian yang
handal, yang sangat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup
banyak. Lulusan SMK-PP diharapkan mampu menciptakan
peluang kerja di tingkat lapangan, baik sebagai petani
maju atau wirausahawan muda pertanian.
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6. Penerapan Good Governance (Tata Kelola yang Baik)
Dalam rangka menghadapi kondisi yang semakin
dinamis, global dan penuh persaingan, Badan PPSDMP
perlu menerapkan tata kelola yang baik (good
governance), yang dengan didukung oleh sistem
administrasi dan manajemen yang transparan dan
akuntabel. Penerapan tersebut bertujuan untuk: (1)
meningkatkan efektifitas, penyajian data, perumusan
rencana, program dan kerjasama serta anggaran berbasis
kinerja; (2) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan
efisiensi  pengelolaan  administrasi keuangan dan
perlengkapan; (3) meningkatkan pengelolaan dalam
penyusunan peraturan perundangan, dan penataan
organisasi ketatausahaan serta kepegawaian berbasis
kompetensi; (4) meningkatkan  efektifitas sistem
pengendalian, evaluasi, pelapora